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Tindak pidana penipuan seleksi CPNS adalah tindak pidana yang diatur dalam  Pasal 378 KUHP (dan Pasal 492 KUHP baru) yang melibatkan pelaku yang menggunakan tipu daya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan  seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Batubara, bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana penipuan  seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dengan  menggunakan metode penelitian pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. pengaturan hukum tindak pidana penipuan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diatur dalam Pasal 378 KUHP. Modus penipuan dalam tindak pidana penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Batubara disebabkan karena kesempatan yang diberikan oleh korban berupa kepercayaan serta niat korban yang dilakukan denga cara yang salah dan ada celah pelaku untuk membantu memasukkan seseorang menjadi pegawai negeri sipil melalui jalur sisipan. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Batubara berdasarkan putusan Majelis Hakim, terdakwa dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan pada Pasal 378  KUHP, berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum yakni 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara karena bersalah melakukan tindak pidana penipuan penerimaan seleksai calon pegawai negeri sipil. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan  seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam putusan perkara Nomor 317/Pid.B/2013/ PN.Kis telah sesuai dengan dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum dan telah memenuhi unsure Pasal 378 KUHP serta tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
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ABSTRACT

The criminal act of fraud in the civil servant (CPNS) selection process is a crime
regulated under Article 378 of the Indonesian Criminal Code (and Ariicle 492 of
the new Criminal Code) and involves perpetrators using deception to unlawfully
benefit themselves or others. The issues in this thesis are the factors that lead 10 the
criminal act of fraud in the ciil servant (CPNS) selection process, the criminal
liability of perpetrators of fraud in the civil servant (CPNS) recruitment process in
Batubara Regency, and the judge’s considerations in issuing verdicts in cases of
Jfraud in the civil servant (CPNS) selection process. The research conducted is a
‘normative research using library research methods to examine secondary data. The
type of research data i secondary data. Primary and secondary legal materials are
systematically arranged and analyzed qualitatively. The legal regulation of the
crime of fraud in the selection of Civil Servant Candidates (CPNS) is regulated in
Article 378 of the Criminal Code. The mode of fraud in the crime of accepting Civil
Servant Candidates (CPNS) in Batubara Regency is caused by the opportunity
given by the victim in the form of trust and the victim's intention which is carried
oul in the wrong way and there is a loophole for the perpetrator to help enter
someone into a civil servant through an insertion route. The criminal liability of the
perpetrator of the crime of selecting Civil Servant Candidates (CPNS) in Batubara
Regency based on the decision of the Panel of Judges, the defendant was sentenced
103 (five) months in prison because he was proven guilty of committing the crime
of fraud in Article 378 of the Criminal Code, different from the demands of the
Public Prosecutor, namely 2 (two) years and 6 (six) months in prison hecause he
was guilty of committing the crime of fraud in the selection of civil servant
candidates. The judge’s considerations in handing down the verdict agains! the
perpetrator of the criminal act of fraud in the Civil Servant Candidate (CPNS)
recruitment selection process in case No. 317/Pid.B2013/PNKis were in
accordance with the primary indictment from the Public Prosecutor and fulfilled
the elements of Article 378 of the Criminal Code. Furthermore, there was no

i nexeuse for the defendan’s actions, and he must be held accountable
‘h\' cordance with the verdict handed down by the Judge, which is
of'5 (five) months.
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